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GLOSARIUM

Dolmatigheid adalah daya guna, kemanfaatan, kegunaan, mandat dan tujuan;
behalve de rechtmatigheid moet ook de in aanmerking worden genimen selain
pertimbangan yuridis, pertimbangan manfaat dan tujuan

Hukum Acara Pidana (KUHAP): Peran dan relevansi KUHAP dalam proses
peradilan TPPO.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak dasar yang melekat pada setiap manusia
sejak lahir, bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun

Alat Bukti dalam TPPO merujuk pada jenis bukti yang sah dan relevan (keterangan
saksi, ahli, surat, petunjuk, bukti elektronik)

Modus Operandi TPPO adalah Cara-cara yang digunakan pelaku dalam merekrut,
mengangkut, menampung, dan mengeksploitasi korban.

Penanganan Korban TPPO: Proses penyelamatan, rehabilitasi, dan perlindungan
bagi korban.

Pencegahan TPPO adalah Strategi dan program untuk mencegah terjadinya TPPO
(edukasi, sosialisasi, peningkatan kesadaran masyarakat).

Penegakan Hukum TPPO adalah Proses implementasi hukum oleh aparat
berwenang, termasuk penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Peran Lintas Sektor adalah kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah (Polres,
Dinas Sosial, DP5SA, Dinas Ketenagakerjaan) dan non-pemerintah (LSM, organisasi
masyarakat sipil) dalam upaya anti-TPPO.

Rumah Aman (Shelter) adalah Fasilitas dan layanan yang disediakan untuk
penampungan dan pemulihan korban.

Keterangan Ahli keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian
khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana,
baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan

Eksploitasi adalah pemanfaatan sesuatu secara berlebihan atau tidak adil untuk
kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, seringkali tanpa mempertimbangkan
dampak negatif yang ditimbulkan.
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